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ABSTRAK 

 

Dalam upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan para 

pihak dalam sengketa aset, Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi melalui 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Masalah muncul ketika terjadi benturan 

antara Sita Umum dalam kepailitan yang bersifat privat-kolektif dengan Sita Pidana 

yang bersifat publik-represif terhadap objek aset yang sama. Kasus First Travel 

menjadi salah satu contoh kompleksitas sengketa di mana aset yang seharusnya 

menjadi boedel pailit untuk dibagikan kepada kreditur (jamaah) justru dirampas 

untuk negara melalui putusan pidana.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik sita umum dan 

sita pidana pada TPPU serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antara 

Kurator dan Penyidik/Penuntut Umum. Peneliti menggunakan tipe penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Kepailitan 

mengamanatkan penghentian segala sitaan lain sejak putusan pailit, dalam 

praktiknya Sita Pidana sering kali diutamakan demi kepentingan publik yang lebih 

tinggi. Kurator memiliki peran krusial sebagai pihak ketiga beritikad baik yang 

dapat mengajukan keberatan (derden verzet) melalui mekanisme PERMA Nomor 

1 Tahun 2022 guna melindungi hak-hak kreditur atas aset yang tidak terkait 

langsung dengan kejahatan. Perlu adanya harmonisasi regulasi yang lebih tegas 

guna memberikan kepastian hukum dan keadilan distributif bagi kreditur yang 

jujur.  

Kata Kunci: Kepailitan, Sita Umum, Sita Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Kurator. 
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ABSTRAC 

 

In an effort to ensure legal certainty and protect the interests of parties in 

asset disputes, the Indonesian government has established regulations through Law 

Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Debt Recovery Order (PKPU) 

and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money 

Laundering (TPPU). Problems arise when there is a conflict between the private-

collective nature of General Seizure in bankruptcy and the public-repressive nature 

of Criminal Seizure against the same assets. The First Travel case is one example 

of the complexity of the dispute, where assets that should have been part of the 

bankruptcy estate for distribution to creditors (congregation) were instead 

confiscated by the state through a criminal verdict. 

The purpose of this study is to analyze the characteristics of general seizure 

and criminal seizure in TPPU and the mechanisms for resolving disputes over 

authority between the Receiver and the Investigator/Public Prosecutor. The 

researcher used a normative legal research method with a statutory and conceptual 

approach. 

The research findings show that although the Bankruptcy Law mandates the 

termination of all other seizures following a bankruptcy decision, in practice, 

criminal seizures are often prioritized for the greater public interest. Curators play 

a crucial role as good-faith third parties who can file objections (derden verzet) 

through the Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 to protect creditors' rights 

over assets not directly linked to crime. Stricter regulatory harmonization is needed 

to provide legal certainty and distributive justice for honest creditors. 

Keywords: Bankruptcy, General Seizure, Criminal Seizure, Money Laundering, 

Curator. 
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RINGKASAN 

KEDUDUKAN HUKUM SITA KEPAILITAN TERHADAP SITA PIDANA 

PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

BAB I, Pendahuluan, menguraikan latar belakang mengenai tumpang tindih 

kewenangan antara rezim hukum privat (Kepailitan) dan hukum publik 

(Pidana/TPPU) di Indonesia. Isu hukum difokuskan pada ketidakpastian status aset 

debitur pailit yang juga disita dalam perkara pidana. Bab ini juga memuat rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta metode penelitian normatif yang 

menitikberatkan pada analisis bahan hukum sekunder dan primer seperti UU No. 

37 Tahun 2004 dan UU No. 8 Tahun 2010.  

BAB II, Membahas karakteristik sita umum dan sita pidana pada tindak 

pidana pencucian uang. Sita umum kepailitan bersifat otomatis (ipso jure) dan 

mencakup seluruh harta debitur demi kepentingan kreditur secara proporsional 

(pari passu pro rata parte). Sebaliknya, sita pidana bertujuan untuk pembuktian 

dan pemulihan aset negara (asset recovery). Bab ini menganalisis pergeseran 

paradigma penyitaan dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang lebih 

progresif terhadap perampasan nilai aset (value-based confiscation).  

BAB III, Membahas mekanisme penyelesaian sengketa dalam kepailitan 

terhadap hukum pidana khusus. Fokus pembahasan meliputi koordinasi antara 

Kurator dan aparat penegak hukum berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang 

cenderung mendahulukan sita pidana. Selain itu, dibahas pula perlindungan hukum 

bagi pihak ketiga beritikad baik melalui lembaga derden verzet dan prosedur 

keberatan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022 guna memastikan hak-hak perdata 

yang sah tidak terabaikan oleh tindakan represif negara.  

BAB IV, Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan menegaskan adanya supremasi kepentingan publik dalam sita pidana, 

namun hak kepemilikan kreditur tetap harus dilindungi melalui mekanisme hukum 

yang ada. Disarankan adanya rekonstruksi hukum untuk menciptakan sinkronisasi 

antara kurator dan penegak hukum agar tercapai keadilan bagi korban dan kreditur 

beritikad baik.  
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